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Membatasi Kewenangan DPR -

mendemen UUD 194945 yvang pertama hingoga keempat merm-

bawa perubahan mendasar terhadap keberadaam, fungsi. dan

kewenangan lembaga-lembag=a negara. Ada perubahan kedu-
dukanmn danmn kewenangan lembaga mnegara. selaimn ada pembéntukar‘l
lembaga baru danmn penghapusan lembaga lama. )

Aamendemen sejak 1999 hingga 2002, mengubah secara signifikan
sisterm ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah komnsep lebih
memberdayakanrmn fungsi DPR. Selain fungsi pokoknya sebagai lembaga
legisiasi terdapat juga kevwenangan dalam penentuan pejabat negara.

Penguatan peran dan fungsi DPR yvang diberikanmn oleh Konstitusi ini
sebagai bentuk MekanisMme chlhrrecks and balamnces yang meng=tur hu-
bunNngan antara ler‘nbaga—lembaga nNnegara yvanmng sederajat damn saling
mengendalikan satu dengan yvang lainnya. Contohnva, Pasal Z23F ayvat
(1) UUD 19 45 mengatur kevwenangan DPR untuk menentukan anggota
Badamn Pemeriksa Keuanganmn (BFK). DPR secara langsung terlibat
dalam proses pemilihan.

Legisiatif yanmng kuat sangat penting untuk clhrecks andgd balamnces agarnr
demokrasi bisa menjadi wahéna~f*r:ewujuakan kKescejahteraanmn rakyat dan
keadilanmn sosial. Namun, ketika kepentingan politik partai. kelompok atau
gotongan lebih mendomiinasi kevwenangan DPR dalam hhal pemnentuan
Pejabat negara ini ravwan dimanfaatkan sebagai alat penghaiang atau

mengganggu kerja eksekutif. Bila hal ini teriadi. jangan berharap akan
adanya pejabat berlatar belakang profesional dengan integritas tinggi
dan kapabilitas mumpuni. Bisa saja pejabat dengan frack record buruk

Justru terpilih karemna pertimbangan politis dan negosiasi antarpolitikus
sermata.

Vielinhat kenyvataan selama ini. kevwenanganmn DPR dalam hal penentu-—
an pejabat negara dibatasi. DFPFR cukup berkomnsentrasi pada pembuatan
unNndang-undang. penyusunan bujet, dam ﬁéngawasan, Pemilihanmn kepala
badan dan lembaga euakup di tangan presiden sebagai kepala permerin-
tamahan. Bila ada peran DPR, maka para wakil rakyat'itu sebagai mitra
kKonNnsultasi. 3

Saiah satu kewenangan Konstitusional presiden adalah mengangkat
menteri-menteri negara. Hakoprerogatif itu jugadsberialkcu untuk pengang-
katan jabatan-jaabatandsiain yang sangat strategis yvanmng memrmiliki implikasi
besar terhadap pencapaian tuujuan Nnegara. Dalam hal aspek akuntabili-
tas maka pengangkatan memeriukan pertimbangan DFR. Dengan
demikian DPFPFR tak periu repot memilin pejabat negar=.

Heterlibatan DPR dalam penentuanmn danmn pengangkatan pejabat
negara seperti yang tertera di sejurmiilahn UU, meliputi memberikan perse—
tujuan, memberikan pertimbangan. damn mermilih

DFR memberikan persetujuan Mmisainya dalarm hal presiden mensen-—
tukanmn Panglirma THNI dam Kapolri,. Gubermnur, Deputi Gubermnur Senior,
danmn Deputi Gubermnur Bank Indonesia, anggota Lembaga Perlindungan
Saksi danmn Korbanmn (LPSK) atau anggota Komisi Komisi Pengavwas
Persaingan Usaha (KPPU)

DPFPR memberikan pertimbangan misalnya dalam pemilihban Kepaila
Badan Intelijjen Negara (BIN)., anmnggota Baznmnas, anggota Badan
Perlindungan Konsumen Nasional., atau anggota Lembaga Sensor Film
(LS F).

DFR mempunyail kevwenangan memilih dari kandidat vang diusulkan
presiden misalnyva ketika menentukan pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), anggota KPU danmn Bavwasiu, pimpinanrn Ombudsman RI1,
Badamn Pengavwas Keuangan (BFPK), anggota Komnmnas HANM, anggota

HKomisi Penyiaran Indomnesia Pusat., anggota Komisi Informasi Pusat,
anggota Devwan Enaergi Nasional.

HKewenangan parasvwakil rakyat memilih pejabat negara inilah yvyang
menjadi persoalan. Pemilinan dilakukan mielakui mekanisme uji kepatut-

an dan kelayvakan atau G armnd proper resr

Pada pelaksanaan uji kapatutanmn dan kelayvakan oleh DPR. sangat
mungkin Mmunoul Kesepakatan- kesepakatan politik antarpolitikus yang
tidak muncul di permukaan. Publik tiba-tiba disuguhi pilihanmn yvang tidak
sesuai dengan nornma uMmiuMm seperti rekam jiejak, INngtegritas,. atauwu kapa-
bilitas. Belurm lagi bila ada kesepakatan berkaitamn denmngan imbal jas=a
kepada para kandidat yvanmng dipilih.
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